
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR  15  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 25 TAHUN 2016 
TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas 

Inspektorat Daerah agar lebih independen dan 

obyektif dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme sesuai amanat Pasal 33, Pasal 33A, 

Pasal 33B Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, maka dipandang perlu 

melakukan penyesuaian susunan organisasi 

Inspektorat Kabupaten Tapin dengan 

melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin; 

 

 

 

 

SALINAN 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  

diubah  beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

 



- 3 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Inspektorat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 
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12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 

39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TAPIN. 

 

Pasal I 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten   Tapin   Tahun   

2016   Nomor  25), yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Bupati Tapin: 

a. Nomor  38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 

Nomor 38); 
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b. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2018 Nomor 31); dan 

c. Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2020 Nomor 39), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas: 

a. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Analisa dan Evaluasi; dan 

3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; 

b. Inspektorat Pembantu Wilayah I; 

c. Inspektorat Pembantu Wilayah II; 

d. Inspektorat Pembantu Wilayah III; 

e. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;  

f. Inspektorat Pembantu Investigasi; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana 

tercantum dalam  Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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2. Diantara Pasal 105C dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 105D yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 105D 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan 

Pelaksana serta Pejabat Fungsional yang telah ada pada 

Inspektorat Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten   Tapin   Tahun   

2016   Nomor  25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), tetap 

menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan 

Pelaksana serta Pejabat Fungsional yang baru berdasarkan 

Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran III Bagan Struktur Organisasi 

Inspektorat Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III Bagan Struktur Organisasi 

Inspektorat Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 22 Juni 202203 

Oktober 2016  

BUPATI TAPIN, 
 

                                                 
   ttd            

ttd                                  
M. ARIFIN ARPAN 

 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 22 Juni 202203 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
 

     Ttd                       ttd 
 

               MASYRANIANSYAH 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 1509 

 

 

 

 

 

 



BUPATI TAPIN, 
 

 

            ttd 
 

M. ARIFIN ARPAN 

  LAMPIRAN III :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
  NOMOR :  
  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN 

 
 
 
 
 TANGGAL :  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                              

 

INSPEKTORAT 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

INSPEKTORAT PEMBANTU 
WILAYAH I 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

SUBBAGIAN 
ANALISA DAN 

EVALUASI  

SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI UMUM 

DAN KEUANGAN 

INSPEKTORAT PEMBANTU 
WILAYAH II 

INSPEKTORAT PEMBANTU 
WILAYAH III 

INSPEKTORAT PEMBANTU 
WILAYAH IV 

 

INSPEKTORAT PEMBANTU 
INVESTIGASI 

 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR  15  TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  

TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL 


